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A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat yang adil dan mamur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan
dirinya dari segala aspek, baik jasmaniah maupun rohaniah. Hal ini sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tcgas dan jelas sebagal berikut.

1. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurub tumpah darah
indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umwm mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaaa,
perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945; alenia 4).

2. Tiap-tiap warga negara Dberhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah
mengusahakan dan meyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur
dengan udang-undang (Batang Tubuh UUD 1945; Pasal 31, ayat | dan 2).

Sedangkan pendidikan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara Rl (1999-

2004) adalah sebagai berikut.

1. Mengupayakan pertuasan dan pemnerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia
berkualitas tinggl.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan
kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungst secara

optimal.
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3 Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat
pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipast keluarga
dan masyarakat. |

4 Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah,
terpadu, dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan tersebut,
diperlukan pemingkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Sehubungan dengan itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Rl No. 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ditambah dengan beberapa Peraturan
Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peseria didik secara aktif mengembangkan potens dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  din, kepnbadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara (Bab L. Pasal l.avat1).

> Satuan pendidikan adalah kelompok lavanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, non formal. dan informal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan (Bab 1. Pasai 1. ayat i0).

ad

Jalur pendidikan terdirt atas pendidikan formal, nonformal dan informéi yang saling
melengkapi dan memperkaya.Bab V1, Pasal 13 ayat 1)

4 Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan
penekanan  pada penguasaan pengetaliuan  dan keterampilan fungsional  serta

pengembangan sikap dan kerpibudian professional (Bab Vi Pasal 26 avat 21,
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Peraturan Pemerintah  Repubhk indonesia No. 73 Tahun 1991 Tanggal 3i
Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolzh menyaiakan bahwa | Pendidikan luar
sekolah adalah pendidikan yang diiselenggarakan di iuar sekolah baik dilembagakan
maupun tidak ; Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur
pendidikan luar sekolah; Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang
terdiri atas sekumpulan warga masyarakat vang membelajarkan pengalaman dan
kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya (Bab I, Pasal 1,
ayat 1,2, dan 3).

Tujuan pendidikan luar sekolah adalah : 1) melayant warga belajar supaya dapat
tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepapjang hayatnya guna meningkatkan
martabat dan mutu kehidupannya; (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja
mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi; (3) mementuhi
kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapar dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah
(Bab 11, Pasal 2, ayat 1, 2. dan 3},

Sedangkan peraturan pemerintah yang mendukung pendidikan luar sekolah adalah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Ne 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja.
L atihan keria adalah keseluruhan kegiatan untus memberikan, memperoleh, menngkarkan,
serta mengembangkan keterampilan produktivitzs, disiplin, sikap kerja dan ¢tos kerja pada
tingkat keterampilan tertentu berdasarkar, persyaratan jabatan terteatu  yang
pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.

Visi pendidikan luar sekolah adalah ~“terwujudnya masyarakat gexﬁar belajar,
bekerja, berusaha dan berolahraga. sehingga tercipia masyarakat yang mandin, schat
berahlak mulia. mandin serta mampu beradz~tasi dengan perubahan jokal dan alobal

(Ditjen PLSP. 2001:12).



Sedangkan dua dari delapan “Misi” pendidikan luar sekolah adalah sebagai
berikut.

1. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan
program pendidikan luar sekolah yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat
dan pasar.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan tutu penyelenggaraan
pendidikan berkelanjutan baik yang berupa kursus maupun pendidikan keterampilan
bermata pencaharian, apakah itu terkait dengan berbagai kebutuhan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program pembangunan nasional

PLS dalam kurun waktu Iima tahun ke depan (2000-2004).  Dua dan enam tujuan
program pembangunan nasional PLS adalah sebagai berikut.
Pertama, memperluas, memeratakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
keterampilan bagi perempuan termasuk remaja, keluarga dan orangtua, terutama mereka
vang berasal dan keluarga yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah (miskin ilmu
dan miskin ekonomi) sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan. Kedua,
memperluas, memeratakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
berkelanjutan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan din,
bekerja mencari nafkah utamanya warga masyarakat vang tergolong miskin dan
menganggur, dan/atau bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannva ke jenjang
yang lebih tinggi.

Sasaran program pembangunan pendidikan luar sekolah adalah masyarakat yang
oleh karena berbagai hal tidak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan melalui
Jalur sekolah. Secara spesifik satu dari empat sasaran program-program pendidikan luar
sekolah (sasaran ke 4) adalah: Penduduk vang memeriukan bekal untuk mengembangkan

din, bekerja mencan natkah, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang vang lebih tinggi.



Kegiatan pokok program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam upaya
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan PLS adalah sebagai benkut. Program
Pendidikan Berkelanjutan, yang terdiri dan: 1) program yang berorientasi pada pemberian
bekal pengembangan diri dan profesionalisme melalui kursus yang sesuai dengan
kebutuhan warga belajar, seperti: jasa, bahasa, pertanian, kerumahtanggaan, keschatan,
teknik dan perambahan, olahraga kesenian, kerajinan dan industri, serta keterampilan
khusus; 2) program yang berorientasi pada pemberian bekal untuk bekerja mencan nafkah
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup melalu program Kejar Usaha, Magang,
Beasiswa/Kursus (Renstra PLSP, 2000-2004).

Rencana strategis pembangunan yang akan ditempuh diantaranya adalab sebagar
benkut. Pertama, (1) perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan
berkelanjutan, melalui program Pembinaan Kursﬁs, Kelompok Belajar Usaha, Magang,
Beasiswa/Kursus, dengan jangkauan sampai akhir tahun 2004, sebagai berikut; Program
Kelompok Belajar Usaha, Beasiswa/Magang, sekurang-kurangnya menjangkau 50 % dani
total sasaran 16.052.893 penduduk usia 17 - 30 tahun yang tidak sekolah, tidak bekena
dan tidak kursus (BPS, 2000 dan UNIFEM, 2000). Kedua, dalam kaitannya dengan
upayva peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, program-program pendidikan luar
sekolah akan lebih diorientasikan pada kebutuban pasar tanpa mengesampingkan aspek
akademis. Karenanya lulusan program pendidikan luar sekolah diharapkan mampu
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing
‘dalam merebut peluang pasar kerja serta peluang usaha.

Masalah yang dihadapi pendidikan luar sekolah selama ini adalah pelaksanaan
pembelajaran selama i belum  mengopumalkan tenaga kependidikan. Tenaga
kependidikan belum dapat berpartisipast atau terjun langsung ke lapangan, baik pada tahap

perencanaan. pelaksanaan maupun penilaian, Tenaga Kependidikan PLSP lebih banvak



duduk di belakang meja. sehingga hasilnya warga belajar belum mampu menerapkan apa
vang dipelajari selama mengikuti pendidikan guna memecahkan masalah kelidupan
sehari-hari.

Menurut Ditjen PLSP (2001) masalah pendidikan luar sekolah pertama,

pendidikan luar sekolah belum sepenuhnya mendapat perhatian dan dukungan seperti pada
| pendidikan sekolah terutama dari pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, baik
yang berkenaan dengan kebijakan maupun dukungan anggaran. Sebagai konsekuensinya
pemerataan kesempatan dan pelayanan pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat
belum optimal. Kedua, belum optimalnya jumlah dan mut tenaga profesional pada
jajaran pendidikan luar sekolah dan tingkat pusat sampai daerah, sehingga layanan
pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat belum optimal. Ketiga, belum optimainya
prasarana dan sarana baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran
pendidikan luar sekotah.

Berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi pendidikan luar sekolah tersebut di
atas, maka tantangan pendidikan luar sekolah kedepan adalah :

1. Perfuasan dan Pemerataan;

Pemerataan memperoleh pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah masth
masik perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk [ndonesia pada tahun
2000 berjumlah 210 juta, masih terdapat;

a. kurang lebih 11 juta (39,29) anak usia 0 s.d. 6 tahun belwm tersentuh oleh pendidikan
prasekolah apapun, ﬂ

b. kurang lebih 3,9 juta anak usia 7 5.d.15 tahun (10,16%) dari jumlah penduduk usia 7
s.d. 15 tahun yang mencapai 38,39 juta) belum terlayani oleh pendidikan sekolah;

¢. kurang lebih 16 jma penduduk usia 16 s.d. 29 tahun datam kondisi tidak bersekolah,

tidak kursus dan atau tidak bekerja;



d. kurang lebih 52 juta penduduk usia 10 s.d. 44 tahun yang buta aksara dant 16 juta
penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas (Balitbang Diknas, 2000).

Selain itu lulusan tingkat pertama dan menengah banyak yang menjadi
pengangguran. Berdasarkan data Balitbang Diknas (2000) diketahui terdapat 19.3%
tamatan SD tidak melanjutkan ke SLTP, 344 % lulusan SLTP tidak melanjutkan ke
sekolah menengah, dan 53,12% tamatan SLTA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi,
sehingga jumlah pengangguran telah mencapai 40 juta orang.

Pembelajaran selama ini cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar
dan tidak terkait dengan lingkungan dimana warga belajar berada. Akibatnya warga
belajar tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari selama mengikuti pendidikan guna
memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik
dari lingkungannya, sehingga menjadi asing di masyarakatnya senduri.

Oleh karena itu kaitannya dengan meningkatkan perluasan dan pemerataan, adalah
bagaimana penyelenggaraan pendidikan juar sekolah terutama, pendidikan berkelanjutan,
pendidikan perempuan dan dukungan terhadap pengentasan kemiskiman dapat dilakukan
secara febih meluas dan merata sehingga lebih mampu menampung dan menjangkau
warga masyarakat lebih banyak dari yang selama ini telah dijangkau.

2. Mutu dan relevansi

Tuntutan pembangunan nasional kedepan menuntut sumber daya manusia (SDM)
vang berkualitas. Terutama menghadapi era globalisasi, era pasar bebas dan era otonomi
daerah, kebutuhan akan SDM yang berkualitas semakin diperfukan dan sangat mendesak.

Pada saat ini mutu SDM kita jauh tertinggal dengan negara-negara lain, termasuk
negara-negara tetangga vang beberapa tahun vang lalu berada di bawah peringkat
Indonesia.  Hal tersebut dapat dilihat dani laporan UNDP tentang Human Development

Index (HDI) atau Indek Pembangunan Indonessa (1PM). Dilaporkan bahwa pada tahun



2001 HDI atau |PM Indonesia hanya menempati peringkat 102 dari 174

jauh tertinggal dari negara-negara tetangga {Balitbang Diknas, 2000). :

Dalam kaitannya dengan mutu dan relevansi, adalah bagaimanag'
sekolah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas
mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan dapat memenuhi pendidikan
selanjutnya serta menciptakan dan memenuhi lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan
pasar.
3. Penataan Sistem Manajemen

Kaitannya dengan penataan sistem manajemen pendidikan, baik yang dikelola
pemerintah maupun masyarakat adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat
dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PLS, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pembiayaannya schingga pelembagaan
penyelenggaraan PLS yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat mengakar pada
mekanisme perkembangan lingkungan masyarakat Direktorat Jenderal PLSP (2'001; 2).

Sejak berlangsungnya otonomi daerah telah terjadi perubahan secara mendasar
berkaitan dengan eksistensi institusi, struktur organisasi, kepegawaian, penganggaran dan
penyelenggaraan unit pelaksana teknis dan instansi vertikal. Sejalan dengan meningkatnya
tuntutan di era otonomi dan globalisasi. perlu diupayakan pembaharuan dan
pengembangan program pendidikan luar sekolah yang lebih mengacu pada peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas terampil, mandiri dan berdaya saing, sehingga
dapat meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut
dilaksanakan dengan meletakkan pendidikan luar sekolah pada satu sistem yang menuntut
keterlibatan masyarakat sebagai perancang, pelaksana, pemakai dan sekaligus keluaran

dari berbagai program pendidikan luar sekolah.



Berdasarkan PP No. 25/2000, kewenangan pemerintah pusat adalah pembuatan
kebijakan strategis yang berskala nasional dan internasional. Konskuensi dilaksanakannya
otonomi daerah adalah bahwa peran, perilaku dan kewenangan pemerintah pusat khusunya
di bidang pendidikan termasuk pendidikan iuar sekolah akan berkurang, dan sebaliknya
tanggung jawab yang lebih besar akan beralih ke pemerintah daerah. Paradigma
pembangunan di bidang pendidikan perlu direposisi dari paradigma lama yang sentralistik
ke paradigma baru yang lebih bersifat desentralistik yang bercirkan pada pemberdayaan
potensi daerah dan masyarakat (paradigma pemberdayaan).

Dalam paradigma pemberdayaan pendekatan yang lebih bersifat partisipatif
dengan memperhatikan keberadaan masyarakat dan potensi lokal yang realistik perlu
diutamakan. Untuk itu peran pemerintah pusat dan daerah haruslah difungsikan sebagai
pihak yang memfasilitasi dan mengkatalisasi serta memberikan dukungan terhadap aktor
utama yakni masyarakat itu sendiri untuk mengatasi masalah-masalahnya secara mandiri.

Paradigma diatas mensyaratkan orientasi pembelajaran yang lebih bersifat
fungsional, artinya orientasi pembelajaran yang lekat dengan kondisi dan kehidupan nyata
masyarakat dengan berbagai ragam kehidupannya. Oleh karena itu empat pilar pendidikan
yang sudah dibakukan UNESCO yakni learning to know, learning to do, learning to be
dan learning to live logether sangat relevan untuk dikembangkan dalam proses
pembelajaran masyarakat dalam rangka pendidikan untuk semua.

Peningkatan mutu yang selama ini dilakukan belum mampu memecahkan masalah
dasar pendidikan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah mendasar.
konsisten dan sistematik. Untuk maksud tersebut, pendidikan perlu dikembalikan kepada
prinsip dasarnya, yaitu sebagai upaya untuk memanusiakan manusia (humanisasi).

Pendidikan juga harus dapat mengembangkan potensi dasar peserta didik ager

berani menghadapi problema tanpa rasa tertekan; mau, mampu dan senang memngkatkan



peserta didik untuk memelihara dini sendiri, meningkatkan hubungan den al? ‘&ﬂ
N

@,

Maha Esa, masyarakat dan lingkungannya. Dari uraian di atas, jelaslah b
diperlukan pendidikan yang dengan sengaja dirancang untuk membekali peserta didik
dengan kecakapan hidup dan kehidupan, yang secara integratif memadukan potensi
genenik dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi problema kehidupan. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut Departemen Pendidikan Nasional membuat suatu konsep
“Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup dengan Pendekatan Pendidikan Berbasis
Luas”. Dengan bekal kecakapan hidup diharapkan para lulusan dapat mampu
memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan

pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan pembelajaran selama ini belum mengoptimalkan tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan belum dapat berpartisipasi atau terjun langsung ke lapangan, baik
pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Tenaga kependidikan PLSP
lebih banyak duduk di belakang meja, sehingga hasilnya warga belajar belum mampu
menerapkan apa yang dipelajan selama mengikuti pendidikan guna memecahkan masalah
kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan program vang
dapal melibatkan tenaga kependidikan dan peserta didik mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian, yaitu melalui pengembangan pembelajaran par[isipétif pada
pendidikan kecakapan hidup. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa keberhasilan
pelaksanaan dalam pendidikan kecakapan hidup sangat tergantung pada strategi

pemnbelajaran vang dilaksanakan di lapangan, sehingga memberikan landasan berfikir
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bahwa strategi dan metode pembelajaran berpengaruh dalam pencapaian tujuan
penyelenggaraan pada pendidikan kecakapan hidup.

Masalah yang dihadapi pendidikan luar sekolah berdasarkan Rencana Strategi
Ditjen PLSP tahun 2000-2004 antara lain : pertama, sclama ini pendidikan luar sekolah
belum sepenuhnya mendapat perhatian dan dukungan seperti pada pendidikan sekolah
terutama dari pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, baik yang berkenaan
dengan kebijakan maupun dukungan anggaran. Sebagai konsekuensinya pemerataan
kesempatan dan pelayanan pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat belum optimal.
Kedua, belum optimalnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada jajaran pendidikan
tuar sekolah dard tingkat pusat sampai daerah, sehingga layanan pendidikan luar sekolah
terhadap masyarakat belum optimal. Ketiga, belum optimalnya prasarana dan sarana baik
yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran pendidikan luar sekolah.
Kondisi tersebut merupakan penghambat terthadap upaya peningkatan mutu dan perluasan
layanan pendidikan luar sekolah (Ditjen PLSP 2001: 2).

Tantangan pendidikan luar sekolah kedepan adalah :
1. Perluasan dan Pemerataan;

Pemerataan memperoleh pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah masih
harus terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000
berjumlah 210 juta, masih terdapat kurang lebih 16 juta penduduk usia 16 s.d. 29 tahun
dalam kondisi tidak bersekolah, udak kursus dan atau tidak bekerja (Balitbang Depdiknas
tahun 2000).

Oleh karena itu kaitannya dengan meningkatkan perluasan dan Wmeﬁman, adalah
bagaimana penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terutama, pendidikan berkelanjutan,

pendidikan perempuan dapat dilakukan secara lebih meluas dan merata sehingga lebih



mampu menampung dan menjangkau warga masyarakat lebil: banyak dari yang selama
ini telah dijangkau (Ditjen PLSP 2001:3).
2. Mufu dan relevansi

Tuntutan pembengunan nasional kedepan menuntut sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas. Terutama menghadapi era globalisasi, era pasar bebas dan era otonomi
daerah, kebutuhan akan SDM yang berkualias semakin diperlukan dan sangat mendesak.

Data Balitbang Depdiknas tahun 2000, menunjukkan anak usia 7-12 tahun yang
tidak bersekolah sebanyak 1,42 juta orang (APM SD/MI sebanyak 94,5%), dan anak usia
13 — 15 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 5.8 juta orang (APM SLTP/MTs sebanyak
55,7%). Dengan demikian sebanyak 7,22 juta anak usia wajib belajar di Indonesia belumn
memiliki kesempatan untuk belajar. Selain itu data kohort yang disusun sejak tahun 1980
sampai dengan tahun 2000 menunjukkan bahwa siswa SD yang berjumiah 4,98 juta orang
yang meneruskan ke SLTP hanya 64,5 %, yang yang melanjutkan ke SMU/SMK sebanyak
36.7% dan siswa yang melanjukan ke perguruan tinggi hanya 144 %. Selain
permasalahan pendidikan tersebut berdasarkan susenas BPS tahun 2000, menunjukkan
bahwa pencari kerja 3.9 juta orang, penduduk miskin sebanyak 37,5 juta orang.
Sedangkan tenaga kerja pendidikan SD ke bawah sebanyak 63,5%.

Berdasarkan data di atas menunjukkan betapa banyaknya generasi muda Indonesia
vang berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan yang dapat mereka
andalkan untuk menghadapi masa depan mereka. Berdasarkan fakia pendidikan tersebut
diperlukan suatu upaya sistematis, menyelurub dan saling melengkapi ..terhadap
penyelenggaraan pendidikan vang ada saat ins.

Dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup generasi muda, maka Ditjen PLSP
memprogramkan pendidikan kecakapan hidup. dengan tujuan agar warga belajar memiliki

kecakapan personal, social. dan akadenuk.
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Partisipasi tenaga kependidikan dan warga belajar di lapangan belum optimal,
karena kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. QOileh karena itu untuk
mencapai tujuan pembelajaran .pendidikan kecakapan hidup warga belajar dan pendidik
harus terlibat dalam pempelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
Strategi dan metode yang cocok untuk melibatkan peserta didik dan pendidik dalam
pembelajaran mulai dan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian adalah dengan
menggunakan strategi dan metode pembelajaran partisipatif. Dengan adanya pemfokusan
masalah tersebut, ini diharapkan akan lebth mendalam dan menyeluruh sehingga diperoleh
gambaran nyata dan menyeluruh fentang penerapan pembelajaran partisipatif dalam
pendidikan kecakapan hidup. Oleh karena itu untuk mengetahui proses pembelajaran
partisipatif pada pendidikan kecakapan hidup, maka dilakukan penelitian tentang
“Penerapan Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Kecakapan Hidup pada
Kelompok Tamt Giri Saluyu Kp. Langensari Rt. 04 Rw. 02 Desa Langensan, Kec.

Lembang, Kab. Bandung.

C. Perumusan Masalah

Pelaksanaan pembelajaran selama ini belum mengoptimalkan tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan belum dapat berpartisipast atau terjun langsung ke lapangan, baik
pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pentlian. Tenaga kependidikan PSP lebih
banyak duduk di belakang meja. Dengan demikian pembelajaran yang ditaksanakan tidak
berdasarkan kebutuhan warga belajar dan kurang melibatkan warga belajar dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penilaman pembelajaran. Hastlnya warga belajar belum
mampu menerapkan apa vang dipelajan selama mengikuti pendidikan guna memecahkan
masalah kehidupan scharn-han. Untuk mengatast pernmasalahan tersebut diperlukan

program  pembelajaran vang parusipatif, vaitu melalwr pengembangan pembelajaran
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partisipatif pada pendidikan kecakapan hidup. Hal ini didasarkan alas pemikiran bahwa
keberhasilan pelaksanaan dalam pendidikan kecakapan hidup sangat tergantung pada
strategi pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan, sehingga membenkan landasan
berfikir bahwa strategi dan metode pembelajaran berpengaruh dalam pencapaian tujuan
penyelenggaraan pada pendidikan kecakapan hidup.

Oleh karena itu agar tenaga.kependidikan dan warga belajar terlibat dalam kegiatan
pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian maka pendekatan yang
cocok untuk pembelajaran adalah menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah “Bagaimana penerapan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan
hidup pada Kelompok Tani Giri Saluyu di Desa Langensari, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Bandung”. Pengkajian selanjutnya iebih diarahkan pada fokus masalah yang
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan
hidup ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan
hidup ?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup?

4. Bagaimanakah hasil dan dampak pembelajaran partsipatf dalam pendidikan
kecakapan hidup ?

5. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung keberhasilan pembelajaran

partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup ?
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D. Definisi Operasional

Penerapan adalah berkenaan dengan perihal mempraktekkan (Kamus Besar
Rahasa Indonesia, 1994:374). Penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan
pembelajaran partisipatif pada dalam pendidikan kecakapan hidup Kelompok Tani Gini
Saluyn Desa Langensari.

Pembelajaran adalah upaya yang $istematis dan disengaja oleh pendidik untuk
menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar, (Djudju
Sudjana, 2000). Pembelajaran dalam penelitian ini adalah upaya sistematis dan disengaja
oleh pendidik dalam menciptakan kondisi belajar, sehingga warga belajar mempelajari
pengetahuan, sikap dan keterampilan. usaha budidaya stroberi dalam wadah Kelompok
Tani Giri Saluyu.

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan
(Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 737). Sedangkan menurut (Djudju Sudjana, 2000)
partisipatif adalah terlibatnya warga belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
evatuasi. Partisipatif dalam penelitian ini adalah terlibatnya warga belajar, nara sumber
teknis dan pendamping mulai dani identifikasi kebutuhan belajar, penentuan tujuan, jenis
uszha, waktu, tempat pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaiuasi pembelajaran
dalam pendidikan kecakapan hidup usaha budidaya tanaman stroberi.

Pembelajaran Partisipatif adalah upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan
warga belajar dalam kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian pembelajaran (Djudju Sudjana, 2000; 28).  Pembelajaran partisipatif daiam
penelitian ini adalah terlibatnya warga belajar Kelompok Tani Giri Saluyu mulai dari
perencanaan, pelaksanaan. penilaian dan tindak lanjut pembelajaran dalam pendidikan
kecakapan hidup dimana warpa belajar sebagai subjek dan tenaga kependidikan sebagai

pendamping.
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Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang
tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Djudju Sudjana, 2000;61).
Perencanaan Pembelajaran Partisiparif, menurut Djudju Sudjana, (2000; 28) a&alah
kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar dimana terjadi keikutsertaan warga belajar
dalam kegiatan merencanakan pembelajaran. Perencanaan Pembelajaran Partisipatif,
dalam penelitian ini adalah keikut sertaan warga belajar dalam menyatakan kebutuhan
belajar, sumber belajar, kemungkinan hambatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat
dan bahan pembelajaran, waktu, tempat pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran.

Pelaksanaan Pembelajaran Partisipatif, menurut Djudju Sudjana, (2000; 28)
adalah kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar dimana terjadi keikutsertaan warga
belajar dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Keikutsertaan warga belajar dalam
pengelolaan kegiatan pembelajaran (Djudju  Sudjana, 2000; 69) Pelaksananaan
Pembelajaran Partisipatif dalam penelitian ini adalah keikut sertaan warga belajar dalam
menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, membina dan mengembangkan kegiatan
pembelajaran, aktif dalam proses pembelajaran balk mengajukan pertanyaan atau
memberikan jawaban, mengemukakan masalah atau pemecahan masalah, menyampaian
ide atau gagasan serta masukan atau temuannya. melaksanakan ujicoba atau praktek, dan
sating membelajarkan, bertukar pengalaman antar warga belajar baik secara perorangan
atau dalam kelompok.

Penilaian adalah merupakan pengumpulan data secara sisternatis guna mengambil
keputusan (Suharsimi Arikunto, 1988:4). Sedangkan menurut (Djudju Sudjana,
2000;269) penilaian adalah kegiatan vang sistematis untuk mengumpulkan, mengotah, dan
menvajikan data atau informasi vang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan
Keputusan,  Pemilaian Pembelajaran Partisipatif, menurut Diudju Sudjana, (2000 28)

adalah kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar dimana terjadi keikutsertaan warga
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pelajar dalam kegiatan penilaian pembelajaran. Terlibatmya peserta didik dalam penilaian
program kegiatan pembelajaran (Djudju Sudjana, 2000; 70). Penilaian Pembelgjaran
Partisipatif dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga belajar dalam menilai proses
kegiatan, hasil dan pengaruh pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui evaluasi din
dengan cara menyatakan kemampuan yang telah dimilikinya, mempraktekan hasil
pembelajaran, dan melakukan pengamatan dari hasil pembelajaran teori dan praktek, baik
hasil dirinya ataupun hasil orang lain.

" Hasil atau keluaran, adalah perubahan tingkah laku peserta didik selama dan
setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan perilaku itu mencakup ranah {domain)
afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Djudju Sudjana (2000: 3-4). Hasil dalam penelitian ini
adalah terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga belajar dalam
mengelola usaha budidaya stroberi.

Dampak, adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positip maupun
negatif Kamus Besar Bahasa Indinesia (1994: 207). Dampak Pembelajaran Partisipatif,
menurut Djudju Sudjana, (2000; 70) adalah pengarub yang ditimbulkan dari hasil belajar
terhadap pen kehidupan peserta didik. Dampak Pembelajaran Fartisipatif dalam
pelatihan ini adalah sejauh mana pengaruh vang ditimbulkan dari hasil pembelajaran
terhadap peningkatan pendapatan, penerapan perolehan belajar (bekerja dan berusaha),
upava membelajarkan kepada keluarga dan tetanggganya, ikut senta dalain kegiatan soasial
baik kerja bakti atau menjaga keamanan lingkunggan.

Faktor adalah hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1994: 273). Faktor dalam penelitian 1 adalah hal yang
mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan kecakapan hidup usaha

budidaya tanaman strobert.
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Pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 246) adalah penyokong:
pembantu; penunjang.  Pendukung dalam penelitian ini adalah sesuat yang menunjang
dan memperlancar dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam pendidikan kecakapan
hidup.

Penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:337) adalah membuat
sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Penghambat dalam penelitian ini adalah sesuatu
vang mengganggu dan menghalangt dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam
pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan upaya pembelajaran yang memberikan
bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis terrasuk perubahan
sikap untuk bekerfa maupun berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan
usaha sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan
kualitas kesejahteraan. Program ketrampilan hidup ini memiliki cakupan yang luas
berinteraksi antara pengetahuan dan ketrampilan yang diyakini sebagai unsur penting
untuk hidup mandin (Broling, 1989) dalam Depdiknas, 2002).

Kelompok  belajar, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas
sekumpulan warga masyarakat tani yang saling membelajarkan pengalaman dan
kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan (PP No.73/tahun
1991). Kelompok tani giri saluyu, adalah suatu wadah yang merupakan sekumpulan para

petan usaha budidaya tanaman stroberi yang mengorganisir diri dan bekerja bersama

untuk mencapal lyjuan vang sama.
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£. Tujuan Penclitian

Secara uwmum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengamati  dan

mendeskripsikan penerapan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup

pada kelompok tani giri saluyu Desa Langensart.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengamati, mengkaji, menganalisis

dan mendeskripsikan tentang:

=

Perencanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup

Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup

Penilaian pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup

Hasil dan dampak pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup
Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan pembelajaran

partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup

Kegunaan Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi berbagai pihak, antara lain :

1.

t

dari segi teoritis, hasil temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengkajian
penerapan pembelajaran partisipatif khususnya yang dilaksanakan pada dalam
pendidikan kecakapan hidup kelompok tani gin saluyu.

secara praktis, bagi pihak BPKB temuan i dapat dijadikan umpan balik untuk
pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan pembelajaran partisipatif untuk
dalam pendidikan kecakapan hidup.

agar para pelaksana/praktisi pendidikan luar sekolah khususnya yang berada di

SKB/UPTD memiliki gambaran praktis dan mudah dipahami dalam rangka
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melaksanakan proses pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup dan

dampaknya pada warga belajar.

4. bagi para peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijad'ikan sebagai bahan rujukan

untuk penelitian pengulangan maupun perluasan.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penerapan pembelajaran partisipatif datam pendidikan kecakapan

hidup usaha budidaya stroberi adalah sebagat benkut.

OTHER INPUT \

INSTRUMENTAL
INPUT Pemasaran
Kurikulum 30%, sumber bahan
teori 70% praktek baku, permodalan,
Fasilitas, Biaya, sumber informasi,
Pendamping, Nara dan proses
Sumber Teknis produksi /
1 :
RAW INPUT PROSES QUTPUT IMPACT
SASARAN PEMBELAJARAN oy
P,S, KX'WB WB dapat Beke
Penganggur, || PARIISIPATIF | Me’sningkat | Berasaha, dan
a Perencanaan - . .
WB Siap Bekerja, Menciptakan
ILemah PS, K Pelaksanaan Berusaha, dan Lapangan Kerja,
; Penilaian Mandiri Memperoleh
T N Pen:;dapb&:.:tln%l, Saling
em arkan
\ ENVIROMENTAL
INPUT
Lingkungan
Potensi daerah
e _/
DESKRIPSI HASIL PENERAPAN
PEMBELAJARAN PARTISIPATIF
1. Perencanaan Pembelajaran Partisipatif
2. Pelaksanaan Pembelajaran Partisipatif
- 3. Evaluasi Pembelajaran Partisipatif .
- 4. Dampak Pembelajaran Partisipatif =
5. Faktor Pendukung dan Pemnghambat Proses
Pembhelajaran
Bagan 1.1. : Kerangka Pikir Penelitian Penerapan Pembelajaran

Partsipatif dalam Pendidikan Kecakapan Hidup.
Hasil modifikasi sistem pembelajaran pendidikan fvar
sekolah (Djudju Sudjana, 2601:34)



(Raw Input), sasaran mencakup: 1} usia produktf (16-45 tahun} yang {1
dan tidak bekerja, 2) warga masyarakat vang drop out SD/SLTP/SLTA?
miskin, 4) mempunyai minat dan bakat untuk belajar keterampilan.
(Intrumental Input), paket sistem instruksional, dalam rangka pendidikan kecakapan
hidup mencakup: 1) adanya keterpaduan program dengan satuan pendidikan yang lain,
sehingga program yang dilaksanakan tidak berdiri sendiri, namun  memiliki
keterkaitan dengan program lainnya; 2) adanya integrasi kurikulum yang digali dan
program-program tersebut dan nilai-nilai/potensi yang ada di lokasi/daerah setempat.
{(Enviromental Input) karakteristik lokasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan
kecakapan hidup, dengan kriteria lokasinya antara lain mencakup nilai-nilai yang
berkembang di masyarakat (sosial dan budaya), keadaan geografis, ekonomi dan
sebhagainya.

. Proses, metode pembelajaran digunakan secara varatif, pembelajaran melibatkan
warga belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selain 1t untuk
membanty  kemandirian warga belajar dilakukan fasilitasi pendampingan,
pembelajaran dilakukan dengan mengoptimalkan potensi wilayali/mitra kerja yang ada
dan terkait dalam pembelajaran kecakapan hidup.

(Other Input), dalam rangka memberikan dukungan terhadap pembelajaran sistem
instruksional keterampilan hidup, maka periu dilaksanakan, pemodalan, bantuan
teknis, pemagangan dan kerjasama dengan mitra kerja secara terarah, sungguh-
sungguh dan berkesinambungan.

(Output), warga belajar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga

mereka stap bekerja, berusaha, mandirt dan siap bermitra.
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g. (Out Come) Pada akhimya pendidikan kecakapan hidup ini diharapkan dapat
meningkatkan keterampilan bekerja dan berusaha secara mandiri atau berkeloinpok
sehingga mereké memiliki pekerjaan atau sumber mata pencahanian yang tetap dan
layak yang merupakan prasarat untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan
peningkatan kesejahteraanmya.

Keberhasilan dalam pendidikan kecakapan hidup baik output dan impact sangat
dipengaruhi oleh keterlibatan warga belajar dan tenaga kependidikan dalam proses
pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksaraan, dan penilaian.

Dengan melibatkan warga belajar, pembelajaran menjadi milik warga belajar,
sehingga akan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujua.
Tujuan itu akan tercapai karena berasal dari kebutuhan dirinya, direncanakan dan
dikerjakan oleh dirinya dan untuk keberhasilan dirinya.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran partisipatif adalah
adanya sasaran, lingkungan, sarana dan prasarana serta faktor penghambat dan faktor
pendukung proses pembelajaran. Dengan partisipasi warga belajar dalam menyatakan
permasalahan, sumber penghambat dan pendukung, seria terlibat dalam penyediaan
sarana dan prasarana proses pembelajaran akan berjalan efektif.

Oleh karena itu penerapan pembelajaran partisipatif baik strategi maupun metode
dan teknik pembelajaran apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menqapai
tujuan dalam pendidikan kecakapan hidup yaitu warga belajar dapat bekerja, berusahia dan

mandir.





